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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli hasil tambak di

Desa Kuluran, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, yang dilakukan
melalui pelimpahan kuasa dari pemilik tambak kepada tengkulak untuk
menjualkan hasil tambak. Dalam praktiknya, harga jual ikan tidak diketahui pada
saat penyerahan hasil tambak, melainkan baru diinformasikan setelah tengkulak
kembali dari pasar dan proses penjualan selesai dilakukan. Keterlambatan
penyampaian informasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan serta
ketidakseimbangan informasi antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian
lebih lanjut untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan asas transparansi,
akad wakalah bi al-ujrah, dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Asas
Transparansi Pada Proses Pembayaran Hasil Tambak Pada Desa Kuluran
Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan? dan (2) Bagaimana Tinjauan Fatwa
DSN MUI NO.113/DSN-MUI/1X/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dan
Hukum Ekonomi SyariahTerhadap Proses Pembayaran Hasil Tambak Pada Desa
Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan
pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara
mendalam dengan pihak tengkulak maupun pemilik tambak serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini, menujukkan bahwa: (1) Asas Transparansi pada proses
pembayaran di Desa Kuluran belum sepenuhnya terimpelmentasi secara optimal.
Meskipun aspek akurasi dan akuntanbilitas telah terpenuhi melalui penangung
jawaban para pihak, kesesuaian hasil data dalam nota penjualan serta pembayaran
yang secara langsung atau tunai. Namun unsur keterbukaan, aksesibilitas, dan
ketepatan waktu masih belum terpenuhi secara optimal akibat keterlambatan
penyampaian informasi terkait harga jual oleh tengkulak, sehingga menciptakan
ketimpangan informasi. (2) praktik Pembayaran Hasil Tambak Pada Desa Kuluran
sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad
Wakalah Bi Al-Ujrah dan Hukum Ekonomi Syariah. Meskipuan dalam praktiknya
masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian informasi terkait hasil
penjualah. Hal tersebut masih dapat diterima dan tidak mempengaruhi akad
wakalh bi al-ujrah dan Hukum Ekonomi selama hasil transaksi dicatat secara jelas
dan disampaikan secara transparan melalui nota serta disepakati oleh para pihak.
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This study is prompted by the practice of buying and selling aquaculture products
in Kuluran Village, Kalitengah District, Lamongan Regency, which is done
through the delegation of authority from the pond owners to middlemen to
sell the pond products. In practice, the selling price of the fish is not known
at the time the pond products are handed over, but is only informed after the
middlemen return from the market and the sales process is completed. The
delay in conveying this information has the potential to create uncertainty
and an imbalance of information between the parties. Therefore, further
study is needed to assess the conformity of this practice with the principles
of transparency, the wakalah bi al-ujrah contract, and the principles of
Islamic Economic Law.

The research problem formulation is: (1) How is the Review of the Principle
of Transparency in the Process of Paying Pond Yields in Kuluran Village,
Kalitengah Subdistrict, Lamongan Regency? And (2) How is the review of the
DSN MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 about the Wakalah Bi Al-Ujrah
contract and Islamic economic law regarding the process of paying pond harvests
in Kuluran Village, Kalitengah District, Lamongan Regency?

The research method used is an empirical method with a qualitative
approach. Data was collected through field observations, in-depth interviews with
both middlemen and pond owners, as well as documentation.

The results of this study show that: (1) The principle of transparency in the
payment process in Kuluran Village has not been fully implemented optimally.
Although accuracy and accountability aspects have been met through the
responsible parties, and the data in sales receipts and payments, whether direct or
cash, are consistent. However, elements of openness, accessibility, and timeliness
are still not fully met due to delays in providing information about selling prices
by the middlemen, which creates an information imbalance. (2) The practice of
paying pond yields in Kuluran Village already complies with Law No. 11 of 2008
and Sharia Economic Law. Although in practice there are still delays in providing
information about the sales results, this is still acceptable and does not affect the
wakalah bi al-ujrah contract and Economic Law as long as the transaction results
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are clearly recorded and transparently communicated through receipts and agreed
upon by the parties.
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